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ABSTRAK 

FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI 

KABUPATEN DELI SERDANG 

Fahriza Havis 

2003100019 

 

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah 

daerah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan dan yang 

dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Permasalahan ini sangat penting dan perlu 

menarik perhatian pemerintah daerah yang harus diselesaikan karena permasalahan 

sampah cukup serius (Sofianto, 2024). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli 

Serdang yang bertugas mengelola sampah untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Untuk melakukan ini, mereka 

telah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berfungsi untuk 

mengelola sampah tersebut. Namun, pengelolaan sampah di Kabupaten Deli 

Serdang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya 

Pengawasan Represif supaya hasilnya berjalan secara optimal dan sesuai yang 

diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Represif 

Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di 

Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

tlah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan Represif Dinas 

Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya di 

Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan fungsinya tetapi masih belum 

efektif, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

pemilahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan serta jumlah Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang masih kurang, sehingga menjadi faktor 

penghambat mengoptimalkan pencegahan pencemaran sampah. 

 

Kata Kunci: Pengawasan Represif, Lingkungan Hidup, Pencegahan Limbah, 

Pencemaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu 

penting dalam masalah lingkungan. Timbulan sampah tidak akan berkurang atau 

habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia 

serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Timbulan sampah yang 

semakin besar dari hari ke hari akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas 

manusia sehingga tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru 

membuat kualitas hidupnya menurun karena permasalahan timbulan sampah 

(Yuliesti et al., 2020). 

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah 

daerah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan atau sampah yang 

dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Permasalahan ini sangat penting dan perlu 

menarik perhatian pemerintah daerah yang harus diselesaikan karena permasalahan 

sampah cukup serius (Sofianto, 2024). 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan 

laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola 

konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan 

masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola 

dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat 

sekitarnya (Riswan et al., 2015). 
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Kabupaten Deli Serdang adalah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, 

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten 

Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara 

terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 

Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km². Wilayah Kabupaten Deli Serdang 

berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah 

Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun,sebelah Timur dengan 

Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo 

dan Kabupaten Langkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Deli Serdang 

2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 2.155.625 jiwa, dan merupakan jumlah 

penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. 

Dari data situs deliserdangkab.go.id mengatakan bahwa, volume yang 

didata di Kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.078 

Ton/hari dengan jumlah penduduk 2.155.625 jiwa. jika dihitung 32.34 Ton/Bulan 

dan jika dijumlahkan sekitar 388.08 Ton/Tahun banyaknya volume sampah. Data 

yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah sangat penting untuk 

dilakukan sehingga tidak menjadi beban. Terutama bagi pemerintah dan 

masyarakat, sampah seharusnya tidak menjadi beban tetapi harus menjadi 

keuntungan dalam hal ekonomi dan kebersihan lingkungan. 

Mengenai pengaturan tentang pengelolaan persampahan terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli 
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Serdang serta bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik 

dan berwawasan lingkungan seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  

Kabupaten Deli Serdang khususnya, permasalahan sampah merupakan 

salah satu prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, mengingat Deli 

Serdang sangat potensial dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup tinggi dan 

mengingat daerah ini yang cukup luas. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang membuat perencanaan 

dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengatur dan mengawasi 

pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga dan tempat umum, 

membangun dan mengoperasikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai 

dengan standar lingkungan, mendorong pengurangan, daur ulang, dan pengolahan 

sampah menjadi bahan yang berguna, dan meningkatkan kesadaran publik akan 

pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang bertugas mengelola sampah untuk mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk melakukan ini, 

mereka telah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengumpulkan dan 

mengangkut sampah, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.  Namun, 

pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi beberapa 

tantangan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan partisipasi masyarakat 

yang rendah dalam pengelolaan sampah. 

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan 

sampah yang baik. Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan Dinas Lingkungan 
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Hidup Kabupaten Deli Serdang yaitu mengadakan pemilahan sampah basah 

(organik) dan sampah kering (anorganik) oleh masing-masing rumah tangga, Pola 

Pewadahan, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan, dan Setelah sampah 

dikumpulkan dan diangkut, maka selanjutnya sampah dibuang ke tempat 

pembuangan akhir yang tersedia. 

Oleh karena itu sampah sekarang menjadi masalah besar bagi lingkungan 

masyarakat, pengelolaan sampah ini harus dilakukan secara menyeluruh dari akar 

hingga ujung. Untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat, ramah 

lingkungan, dan pengelolaan sampah harus diterapkan. Namun, sampah juga 

memiliki efek yang baik dan buruk. Sampah dapat bermanfaat jika digunakan 

sebagai pupuk, tetapi sampah akan buruk bagi kesehatan karena dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahkan mempengaruhi masyarakat.  

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan 

pekerjaaan agar hasilnya sesuai dengan rencana (Nursan & Kahar, 2019). Oleh 

karena itu pentingnya pengawasan ini diadakan untuk menjaga kinerja dalam 

mengatasi permasalahan sampah. 

Pengawasan Represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan ketika 

kegiatan sedang berjalan atau setelah kegiatan selesai. Untuk itu pengawasan ini 

dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana (Sari et al., 2022). 

Pengawasan Represif juga bisa menstabilkan program pemerintah terkait masalah 

sampah dengan seterusnya diawasi agar hasilnya sesuai yang diharapakan 

pemerintah. 
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Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau 

menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk  

menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau  

timbulnya kembali masalah sosial (Al Adawiah, 2015). Pencegahan juga harus 

ditingkatkan dalam permasalahan sampah ini dikarenakan dengan adanya 

pencegahan, setidaknya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi 

biaya pengelolaan sampah 

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan pada hekekatnya 

ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini 

maupun masa mendatang (Rahadian, 2016). Pembangunan juga sangat diharapkan 

seluruh kalangan masyarakat yaitu dengan membangun tempat pembuangan akhir 

(TPA) di setiap daerah agar masalah sampah bisa secepatnya teratasi. 

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang 

memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang 

memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 

lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya 

memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Jauhariah & 

Syamsudin, 2023).  

Oleh karena itu diperlukannya Pengawasan Represif Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam programnya yaitu Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) yang merupakan cara mereka mengatasi dan mengelola sampah yang 

cukup banyak di Kabupaten Deli Serdang. Digunakannya Pengawasan Represif 
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ialah untuk memastikan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah diharapkan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Fungsi Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam 

Pencegahan Pencemaran Limbah Berbahaya Di Kabupaten Deli Serdang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi Pengawasan 

Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah 

Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi 

Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran 

Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis 

kepada kajian Ilmu Administrasi Publik, pada kajian mata kuliah 

manajemen publik. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait, yaitu: 

a) Bagi Mahasiswa 
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1) Dapat memperdalam pengetahuan tentang Fungsi Pengawasan 

Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran 

Limbah Berbahaya. 

2) Dapat menerapkan teori yang didapat dari perkuliahan dengan 

kegiatan penelitian di lapangan. 

b) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten. 

Agara dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat 

sistematika penulisan yang dianggap berkaitan anatara satu bab dengan bab yang 

lainnya, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Dalam Bab ini yang yang akan diuraikan adalah Pengertian 

Pengawasan, Indikator Pengawasan, Tujuan Pengawasan, 

Prinsip-Prinsip Pengawasan, Teknik Pengawasan, Jenis 

Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Pengawasan Represif, 

Pencemaran, dan Limbah. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, 

Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, 

Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan Deskripsi 

Ringkas Objek Penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Babi ini yang akan diuraikan adalah data penelitian 

yang diperoleh dari lapangan yang di análisis sehingga 

penelitian ini dapat memberikan hasil pembahasan yang 

diberikan atas permasalahan yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat Simpulan 

dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengawasan  

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut controlling berarti 

suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan 

sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak 

pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku 

(Desiana, 2013). 

Menurut The Liang Gie (2000:64) Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas 

mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar 

berlangsung  sesuai  dengan rencana yang ditetapkan dan hasil  yang  dikehendaki 

(Meriza, 2018). 

Peran Pengawasan meyakinkan bahwa semua berjalan sesuai dengan 

komitmen yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memberikan feedback mengenai 

apakah perencanaan untuk periode mendatang dapat dilakukan berdasarkan hasil-

hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya (Umar, 2015). 

Konsep Pengawasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan 

adalah bagian dari fungsi manajemen, dengan pihak yang lebih atas memeriksa atau 

mengontrol pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan dianggap 

sebagai tahap terakhir dari fungsi manajemen. Dari perspektif manajemen, 

pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh 

kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin bahwa seluruh pekerjaan 
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dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan atau upaya agar pekerjaan 

dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan, 

hambatan dapat dikurangi dan hambatan yang telah terjadi dapat segera diperbaiki. 

Oleh karena itu pengawasan dapat disimpulkan sebagai proses kegiatan 

monitoring untuk meyakinkan semua kegiatan organisasi dapat terlaksana seperti 

yang direncanakan dan sekaligus untuk mengoreksi dan memperbaiki apabila 

ditemukan penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Proses 

pengawasan terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan standar-standar pelaksanaan 

pekerjaan, dan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan (Hazrullah, 2021). 

2.1.1 Indikator Pengawasan 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukan 

adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Definisi 

pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko berikut ini telah 

memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan:  

Menurut T. Hani Handoko ada beberapa indikator dalam proses 

pengawasan, yaitu:  

1. Tahap penetapan standar.  

2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.  

3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan.  

4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa 

penyimpangan 
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5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan (Handoko, 2012). 

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) terdiri dari empat 

indikator yaitu:  

1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil 

yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika 

berlangsungnya kegiatan instansi. Standar juga merupakan batasan tentang 

apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk 

mencapai tujuan dan target instansi.  

2. Pengukuran (Measurement) yakni proses pengukuran harian, mingguan, 

atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.  

3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai 

dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih 

tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.  

4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan 

koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan 

(deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-

up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi (Zai et al., 2022). 

2.1.2 Tujuan Pengawasan 

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama 

tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
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rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebiut dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang 

(Marniati, Prof.Adjunct, 2020). 

Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam 

operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang 

berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan 

tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Melalui 

pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara 

dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat   

dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan 

dapat diantisipasi (Sigar et al., 2018). 

Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa 

semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu 

rencana, termasuk suatu strategi yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa perlu 

mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan 

ditetapkan (Maiti & Bidinger, 2017). 

Menurut Artamevia tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui apakah pekerjaan berjalan lancar atau tidak.  

2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karyawan dan mengusahakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan baru.  

3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan 

rencana awal atau tidak. 
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4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan procedure dan program 

(fase/tingkat pelaksanaan).  

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan (ARTAMEVIAH, 2022). 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan  

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan 

yang efektif, dengan adanya pemberian instruksi-instruksi dan wewenang kepada 

bawahan. Prinsip pengawasan sangatlah penting, karena merupakan standar atau 

alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut 

dapat menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak 

(Leonade, 2019). 

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Syafwandi yaitu :  

1. Objektif dan menghasilkan fakta Pengawasan harus bersifat objektif dan 

menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor 

yang mempengaruhi. 

2. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku Untuk 

mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, 

pengawasan harus berpangkal tolak keputusan pimpinan. 

3. Preventif Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin terjadinya 

kesalahan, berkembang dan terulang kesalahan, sehingga pengawasan harus 

sudah dilakukan pada tahap perencanaan. 
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4. Pengawasan bukan tujuan Pengawasan tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana 

untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian 

tujuan organisasi. 

5. Efisiensi Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan justru 

menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan (Syafwandi & Umar, 2022). 

Menurut Wahyu Baskoro prinsip - prinsip dalam pengawasan antara lain :  

1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. 

2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang 

pelaksanaan pekerjaan secara objektif.  

3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga 

mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan. 

4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.  

5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus 

menciptakan efisiensi (hasil guna).  

6. Pengawasan harus luwes (fleksibel).  

7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan (plan and objective oriented).  

8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau 

kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan (control by exception).  

9. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action) 

(Wahyu Baskoro, 2018). 
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2.1.4 Teknik Pengawasan 

Adapun teknik pengawasan Menurut Billah antara lain yaitu:  

1. Pengawasan Langsung  

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang 

manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. 

Pengawasan dapat berbentuk seperti: 

a. Inspeksi Langsung  

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung 

oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.  

b. Observasi ditempat  

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.  

c. Laporan ditempat Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan 

bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi 

langsung kegiatan dilaksnakan. 

2. Pengawasan tidak langsung  

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak 

jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk 

seperti: 

a. Laporan tertulis  

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada 

atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan 

secara berkala.  
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b. Laporan lisan  

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-

sasaran (Billah, 2019). 

Menurut Nuru Teknik pengawasan ada dua macam yaitu: 

1. Pengawasan Langsung  

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat 

berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.  

2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari: 

a. Laporan tertulis  

b. Laporan lisan (Nuru et al., 2013).  

Teknik yang dapat digunakan dalam metode pengawasan yaitu dapat berupa : 

1. Pengawasan langsung secara pribadi (personal observation), Pengawasan 

ini merupakan pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan 

perusahaan terhadap karyawan/bawahan yang sedang bekerja. Apabila 

terjadi penyimpangan maka pimpinan dapat segera melakukan koreksi 

dengan cara menegur atau memberikan petunjuk, sehingga pada saat itu 

juga kegiatan tersebut dapat segera diperbaiki.Teknik yang kedua adalah  

2. Menggunakan laporan (report), Laporan dibuat oleh para manajer bawahan, 

misalnya manajer produksi menyusun laporan produksi, manajer pemasaran 
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membuat laporan-laporan pemasaran. Berdasarkan laporan-laporan ini 

dapat diketahui dan diawasi perkembangannya dan kegiatan-kegiatan yang 

lampau.  

3. Penilaian kegiatan (performance evaluation), Penilaian kegiatan dilakukan 

guna mengukur suatu kegiatan dalam segi kualitas atau status apakah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak (Ii & Pustaka, 

2002). 

2.1.5 Jenis Pengawasan 

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis 

dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif 

dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan langsung adalah 

pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas 

dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the 

spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung 

dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan 

mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan 

maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on 

the spot. 

2. Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah 

pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan 

sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. 
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Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar 

pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif adalah 

pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif 

berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang 

dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang 

lainnya.  

3. Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. 

Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. 

Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, 

yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk 

melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan 

bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal Inspektorat 

Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal 

adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu 

sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Aedi, 2005). 
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Menurut Hasriana Ada tiga jenis pengawasan yaitu pengawasan 

pendahuluan, pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik, berikut 

penjelasannya: 

1. Pengawasan Pendahuluan (feedforward control), Pengawasan pendahuluan, 

atau sering disebut steering control, dirancang untuk mengatasi masalah-

masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu 

diselesaikan. 

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

(concurrent control), Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-

Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. 

3. Pengawasan Umpan Balik (feedback control), Pengawasan umpan balik 

juga dikenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu 

kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana 

atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk 

kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang (Hasriana, 2019). 

Jenis-jenis Pengawasan Menurut Edi adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan internal dan eksternal 

a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang 

dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan 

dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. 
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b. Pengawasan eksternal pengawasan yang dilakukan di luar 

badan/unit/instansi tersebut.  

2. Pengawasan Preventif dan Refresif  

a. Pengawasan Preventif: sebelum kegiatan dilaksanakan. 

b. Pengawasan Refresif: setelah kegiatan dilaksanakan. 

3. Pengawasan Aktif dan Pasif  

a. Pengawasan aktif (dekat) Merupakan jenis pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. 

b. Pengawasan Pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-

surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan 

dan pengeluaran.  

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran matril mengenai 

maksud dan tujuan pengeluaran 

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak 

adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, 

tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.  

b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan 

pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah 

memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan 

beban biaya yang serendah mungkin (Edy Susanto, 2019). 

2.1.6 Fungsi Pengawasan  

Fungsi pengawasan adalah sebagai pengendalian, yaitu suatu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 
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diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang 

diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi yang 

dihadapi. Adapun kegiatannya dengan mengevaluasi dalam pencapaian tujuan dan 

target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah 

klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan 

berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian 

tujuan dan target organisasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa 

pegawai disediakan informasi pada standar kinerja yang relevan, untuk 

memperbaiki perilaku menyimpang dan untuk merangsang kinerja yang efektif 

(Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh, 2019). 

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya  penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-

penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumusakan sebelumnya. 

Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta 

hambatan dalam pelaksanaaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting 

untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. 

Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu 

pekerjaan dapat dijalankan secara efektif (Tri Sakti et, al 2018). 

Menurut Maiti mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan 

merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh 

bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Pada saat 

menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan 
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mengarahkan prilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah: 

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang 

untuk menjalankan tugas dengan baik.  

2. Mendidik pegawai agar melaksankan perkerjaan sesuai dengan standar yang 

telah di tetapkan.  

3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak 

terjadi kerugian yang tidak diinginkan.  

4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan 

perkerjaan tidak menemui hambatan-hambatan (Maiti & Bidinger, 2017). 

2.2 Pengawasan Represif 

Pengawasan represif jika merunut pada elemen dalam teori yang 

dikemukakan oleh Griffin biasa dilakukan sebelum atau setelah ada pengaduan dari 

penerima layanan. Bila dilakukan sebelum ada aduan, tindakan represif biasanya 

didasari oleh keinginan anggota DPRD untuk melakukan pengukuran kinerja atau 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan (Anam & Anwar, 2020). 

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjannya. Maksudnya ialah untuk menjamin kelangsungan 

pekerjaaan agar hasilnya sesuai dengan rencana (Nursan & Kahar, 2019). 

Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan ketika 

kegiatan sedang berjalan atau setelah kegiatan selesai. Untuk itu pengawasan ini 

dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana (Sari et al., 2022). 
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Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap 

semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah 

membatalkan atau menangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. 

Menangguhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan 

tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu 

didahului oleh suatu penangguhan, atau dengan perkataan lain, pembatalan dapat 

dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang 

menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang. 

2.3 Pencemaran  

Pencemaran  lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, 

komponen  lain kedalam lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh 

kegiatan manusia atau proses alam sehingga  kualitas alam menurun dan tidak 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Siregar & Nasution, 2020). 

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau di masukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan manusia. 

Pencemaran yang di akibatkan oleh faktor kegiatannya sendiriseperti limbah rumah 

tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, dan lain-lain 

(Mardianti et al., 2020) 

Pencemaran lingkungan adalah sebagai perubahan terhadap lingkungan 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, Tingkat radiasi dan 

pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak 

dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Ii & Lingkungan, 2014). 
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Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk 

hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk 

mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang 

akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan 

(Sompotan & Sinaga, 2022). 

Jenis-jenis Pencemaran Menurut Mardianti yaitu : 

1. Pencemaran air  

Limbah industri, sisa insektisida, dan sampah domestik adalah beberapa 

jenis pencemar yang dapat menyebabkan polusi air. Sampah industri seperti 

Pb (timal), Hg (raksa), Zn (zinki), dan CO dapat terkumpul dan menjadi 

racun. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri mengurangi jumlah 

oksigen di air, mengganggu aktivitas kehidupan organisme air (APRILIA, 

2022). 

2. Pencemaran udara  

Gas dan partikel dapat menjadi pencemar udara. Sebagai contoh, gas HzS 

(gas beracun) terdapat di kawasan gunung berapi dan bersifat racun. CO 

(karbon monoksida) dan CO2 (karbon dioksida) adalah gas yang tidak 

berwarna dan tidak berbau yang berasal dari pembakaran yang tidak 

sempurna dari mesin bermotor dan dapat mengikat panas matahari, 

menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, pemanasan global 

disebabkan oleh CO2 dikenal sebagai efek rumah kaca (Suarti et al., 2014). 

3. Pencemaran tanah Polutan Pencemar Tanah  
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a. Limbah domestik  

b. Limbah industri  

c. Limbah pertanian (Saputra & Lubis, 2023). 

Berdasarkan sifatnya polutan dibagi menjadi: 

a. Polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam (biodegradable) Contoh 

kayu,kertas, sisa makanan, sampah dedaunan. 

b. Polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam 

(nonbiodegradable), Contoh gelas, plastik, pestisida, redidu radioaktif, 

logam toksik. 

Usaha Pencegahan: 

a. Menerapkan prinsip 4R (reduce, reuse, recycle, replace). 

b. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan industri terutama yang 

mengandung zat zat kimia. 

c. Melakukan bioremediasi (proses pembersihan menggunakan 

mikroorganisme (Mardianti et al., 2020). 

2.4 Limbah 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah  tangga), yang lebih dikenal sebagai sampah, 

yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki 

lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis (Faizah et al., 2022). 

Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki 

nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik 

(rumah tangga). Pada dasarnya berbagai jenis limbah dihasilkan oleh kegiatan 
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manusia, baik itu kegiatan industri maupun domestik (rumah tangga) dan 

berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga bagi kesehatan manusia. Ada juga 

yang mengatakan bahwa definisi limbah adalah semua material sisa atau buangan 

yang berasal dari proses teknologi maupun dari proses alam dimana kehadirannya 

tidak bermanfaat bagi lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis (Chairunnisa, 

2022). 

Limbah adalah bahan atau zat yang sudah tidak digunakan lagi setelah 

proses kegiatan manusia. Lingkungan mempunyai batas toleransi, apabila limbah 

sudah melebihi ambang batas toleransinya, maka   keseimbangan lingkungan akan 

terganggu (Suryani et al., 2019). 

Limbah atau sampah juga merupakan bahan yang tidak berguna dan tidak 

berguna yang biasanya dibuang oleh orang-orang. Namun, kita tidak menyadari 

bahwa jika diolah dengan benar, limbah juga dapat menjadi sesuatu yang 

bermanfaat (Rusda et al., 2015). 

Adapun sumber limbah rumah tangga Menurut Hasibuan sebagai berikut:  

1. Limbah Organik, berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik 

merupakan segala limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga 

meliputi limbah dari mahluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia 

seperti tinja (feaces) berfungsi mengandung mikroba potogen, air seni 

(urine) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor sisa makanan (sisa-sisa 

sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain) kertas, kardus, karton, air 

cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain.  
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2. Limbah Anorganik, berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang 

tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil 

bekas atau perkakas dan almunium dari kaleng bekas atau peralatan rumah 

tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur 

nitrogen dan fospor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon 

sehingga tidak dapat di urai oleh mikro organisme. Seperti halnya limbah 

organik, pengertian limbah organik yang sering diterapkan dilapangan 

umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak sedikit 

berbeda dengan pengertian diatas secara teknis limbah anorganik di 

definisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk 

secara alami oleh miro organisme pengurai (Hasibuan, 2016). 

 

 

  



 
 

28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang 

mendalam dan kompleks yang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata, 

melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan dalam 

lingkungan alamiah (Fadli, 2021). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang    

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Wowor, 2019). 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. penelitian lebih 

dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua 

percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau 

partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat (Rachmawati, 

2007). 
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3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan suatu struktur teori akuntansi yang didasarkan 

pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa 

yang harus dilakukan apabila ada fenomena atau fakta baru (Wardoyo et al., 2023). 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep  

3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah sebuah pemikiran seseorang atas kelompok orang 

yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi 

prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, 

melalui generalisasi, berfikir abstrak yang digunakan secara khusus terhadap 

konsep (Nurwahyu, 2017). 

Berdasarkan teori tersebut, makan definisi konsep dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjannya. Maksudnya ialah untuk menjamin 

kelangsungan pekerjaaan agar hasilnya sesuai dengan rencana. 
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2. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam    

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6 terdiri atas: 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah; 

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 

penanganan sampah;  

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, 

penanganan, dan pemanfaatan sampah;  

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan sampah;  

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan 

sampah;  

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan  

g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 

3. Dinas Lingkungan Hidup merupakan bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi 

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penanggulangan 

pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta pemulihan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 
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4. Pencegahan Pencemaran adalah suatu tindakan untuk menghalangi, 

merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai 

upaya untuk  menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan 

berkembangnya atau  timbulnya kembali masalah sosial (Al Adawiah, 

2015). Pencegahan pencemaran juga harus ditingkatkan dalam 

permasalahan sampah ini dikarenakan dengan adanya pencegahan, 

setidaknya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi biaya 

pengelolaan sampah (Nursan & Kahar, 2019). 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi penelitian adalah proses untuk menemukan model atau fungsi 

yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk 

dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui 

(Setiawan et al., 2016). 

Kategorisasi penelitian menunjukan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari penelitian tersebut. Adapun kategorisasi 

dalam peneltian ini adalah: 

a. Adanya Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 

Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang 

b. Adanya Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan 

Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli 

Serdang 
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c. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi 

Faktor Penghambat 

3.5 Informan dan Narasumber 

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh 

pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, 

ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021). 

Narasumber adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang 

akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup 

(Said et al., 2020). 

Adapun Narasumber dan Informan yang menjadi pertimbangan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Nama  : Susanto 

Usia  : 45 Tahun 

Jabatan  : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

2. Nama  : Jenifana Sembiring 

Usia  : 30 Tahun 

Jabatan  : Seksi Pengurangan Sampah 

3. Nama  : Iwan Setiawan 

Usia  : 55 Tahun 

Jabatan  : Petugas Kebersihan 

4. Nama  : Raka 

Usia  : 25 Tahun 

Jabatan  : Petugas Kebersihan 
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5. Nama  : Suwito 

Usia  : 58 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat  

6. Nama  : Rika 

Usia  : 25 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah fase terpenting dari penelitian. Ini adalah proses 

pembelian data untuk keperluan penelitian, jadi tidak mungkin peneliti 

menghasilkan temuan tanpa data. 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Antara lain; angket, wawancara atau interviu, 

pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi dsb. instrumen pengumpulan data adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya 

(Firdaus, 2010). Dalam penelitian ini yang diambil hanya wawancara dan 

pengamatan, dengan diadakannya wawancara dan pengamatan mengenai masalah 

sampah maka penelitian ini dapat terselesaikan. 

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : “Pengumpulan data 

dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang 

diperlukan (Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, 2015).  

Untuk mengumpulkan data dan informasi dari narasumber, peneliti 

menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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a) Data Primer 

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 

pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsug 

kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif 

dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode 

wawancara ditunjukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan. 

b) Data Sekunder 

Melalui studi keputusan peneliti mengguanakn data-data yang relavan 

dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari referensi beberapa 

buku, jurnal serta naskah lainnya. Data yang diperoleh menggunakan data 

sekunder dan digynakan sebagai pendukung dalam analisis data. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Luthfiyah, 2017). 

Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan 
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bertumpuktumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan 

mudah (Suharsimi Arikunto, 2002). 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.8.1 Lokasi Penelitian  

Suatu penelitian sudah memiliki objek, agar penelitian dapat terlaksana. 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Sesuai dengan 

hal tersebut, maka menetapkan objek pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang di Jl. Karya Utama No. 1, Kec. Lubuk Pakam, Deli 

Serdang, Sumatera Utara 20127. 

 
Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup 

Sumber: https://www.google.com/search?sca_esv=1ba 

3.8.2 Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
2024 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 Pengajuan Judul       

2 Acc Judul       

3 Observasi Awal       
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4 Pengajuan Proposal       

5 Sempro       

6 Penulisan Skripsi       

7 Bimbingan Skripsi       

8 Sidang Meja Hijau       

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, yang berlokasi di Jl. 

Karya Utama No. 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 

merupakan bagian penting dalam tugas Bupati terkait lingkungan hidup. Struktur 

organisasi dinas ini meliputi berbagai bidang seperti Tata Lingkungan, Pengelolaan 

Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup. Kabupaten Deli Serdang memiliki tipologi wilayah perbukitan, 

dataran rendah, dan pesisir pantai. Salah satu upaya penanggulangan sampah di 

kabupaten ini adalah melalui program Bank Sampah dan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbunan sampah sekitar 

1.078 ton/hari dengan jumlah penduduk sekitar 2.155.625 jiwa. 

3.9.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 

“Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Yang 

Proaktif Dan Berperan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Yang 

Berkelanjutan” 

Adapun perumusan visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. “Proaktif “memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa 

Badan Lingkungan Hidup akan lebih aktif dan responsif dalam 
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menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahn lingkungan hidup 

aktual; 

2. “Berperan “, bahwa Badan Lingkungan Hidup akan bertindak dan 

mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara 

profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya 

alam dan lingkungan hidup. 

3. “Pembangunan Berkelanjutan” adalah Upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan. 

3.9.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 

Adapun Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang proaktif di bidang 

lingkungan hidup 

2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku 

kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi 

program-program pengelolaan lingkungan. 
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4. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan 

lingkungan. 

3.9.3 Struktur Organiasasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data saat wawancara dalam bab ini menyajikan hasil penelitian 

dan diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu 

memperoleh data dengan wawancara langsung bersama narasumber yang 

berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini 

berfokus pada lokasi penelitian dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Seksi 

Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Petugas 

Kebersihan Kabupaten Deli Serdang, dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelain, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasrakan objek penelitian yang berkaitan dengan teori yang 

dipakai. Narasumber adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang 

akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup 

(Said et al., 2020). Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai 

sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis. 

4.1.2 Penyajian Data 

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan 

Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 
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Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Ibu Jenifana Sembiring selaku 

Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, 

Bapak Iwan Setiawan Selaku Petugas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang, dan 

Bapak Suwito selaku masyarakat Kabupaten Deli Serdang. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

beberapa narasumber dan informan untuk mengetahui Bagaimana Fungsi 

Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran 

Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut: 

a. Adanya Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 

Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang 

Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terhadap masyarakat untuk 

mencegah dan menghentikan perilaku yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan. Dalam konteks pencegahan pencemaran sampah, pengawasan represif 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengawasan terhadap kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan sampah, serta pengawasan terhadap 

kegiatan industri yang dapat menghasilkan limbah. 

Agar dapat mengetahui Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan 

Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang 

penulis menggunakan Teori T. Hani Handoko (Handoko, 2012) yaitu 

mengemukakan bahwa ada lima tahap dalam proses pengawasan yaitu Tahapan 
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Penetapan Standar, Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap 

pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap pembandingan pelaksanaan dengan 

standar dan analisa penyimpangan, dan Tahap pengambilan tindakan koreksi bila 

diperlukan.  

1. Tahap Penetapan Standar  

Proses pengawasan diawali dengan tahap penetapan standar kinerja. 

Estándar mengacu pada suatu pengukuran yang digunakan sebagai tolak ukur untuk 

memvisualisasikan dan menganalisis hasil akhir suatu kegiatan. Tujuan, target, 

kuota dan target kinerja digunakan sebagai langkah dalam pengembangan standar. 

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, 

Mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 

dengan menentukan tujuan pengawasan pengelolaan sampah untuk 

mencegah terjadinya pencemaran yaitu untuk memperkuat kegiatan 

pengawasan pengelola sampah dan memantau efektifitas kegiatan pengelola 

dalam melaksanakan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalisir 

timbulan sampah di Kabupaten Deli Serdang dan bertujuan untuk menjamin 

terlaksananya pengelolaan sampah dengan baik. lingkungan masyarakat 

bersih, sehat dan tenteram. Tujuan merupakan indikator penting untuk 

mengetahui tercapainya cita-cita yang teridentifikasi dalam suatu program 

kerja”. 

 

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, tim pengelola sampah bertujuan 

untuk meminimalisir terjadinya permasalahan sampah yang sering 

dikeluhkan akibat banyaknya tumpukan sampah yang tidak sedap 

dipandang di jalan. Tujuannya juga bertujuan untuk membantu pengelola 

sampah lebih meningkatkan efektivitas upaya pelaksanaan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Deli Serdang.”. 

 

Kuota merupakan jumlah orang yang telah ditentukan untuk melakukan 

kegiatan pengawasan. Penentuan tenaga kerja ditentukan berdasarkan kualifikasi 

profesional dari mereka yang melakukan kegiatan pengawasan di bidang tersebut. 
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“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, 

Juga mengatakan bahwa Ada 2 Personil ASN dan 15 personil honorer Dinas 

Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengawasan”. 

 

Saat turun ke lapangan, kuota dan jumlah orang yang melakukan 

pemantauan didasarkan pada situasi dan kondisi sebenarnya dengan membentuk 

tim khusus untuk memantau pelaksanaan pengelolaan sampah karena ini 

merupakan fungsi dari Peraturan Daerah Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Sampah. 

Target yang ingin dicapai oleh pihak OPD sejalan dengan visi Dinas 

Lingkungan Hidup yakni “Berperan “, bahwa Badan Lingkungan Hidup akan 

bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara 

profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. Dalam target pelaksanaannya penulis mengamati bahwasanya Dinas 

Lingkungan Hidup membuat target pelaksaan untuk membuat lingkungan yang 

bersih terhindar dari permasalahan sampah serta peningkatan terhadap kinerja 

pengelolaan sampah di bidang lingkungan hidup.  

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  

Penerapan standar tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan cara 

mengukur kinerja sebenarnya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dalam proses 

pengawasan adalah mengidentifikasi ukuran-ukuran yang mengukur kinerja. Jenis 

pengukuran dan pemangku kepentingan merupakan poin kunci yang menentukan 

penerapan standar kinerja.  
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“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, 

Mengatakan bahwa Intensitas pelaksanaan merupakan ukuran untuk 

menentukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berupa jadwal 

pelaksanaan (time Schedule) yang digunakan sebagai alat ukur agar 

keseluruhan kegiatan terjadi sesuai rencana. Dinas Lingkungan Hidup telah 

mengambil keputusan terkait pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah 

untuk mencegah pencemaran. Hal ini dilakukan melalui penerapan lapangan 

secara intensif oleh bagian pengawas setiap hari untuk melihat apakah ada 

permasalahan yang timbul pada sisi pengelolaan sampah dalam 

menjalankan fungsinya”. 

 

Bentuk pengukuran pada tahap penentuan metrik kinerja berupa laporan 

tertulis dan lisan melalui perangkat komunikasi. Bentuk pelaporan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, karena 

dalam melaksanakan kegiatan harus ada laporan sebagai bukti kegiatan. Bentuk 

pengukuran dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah 

observasi visual oleh tim pengawasan, guna melihat tingkat pengawasan yang 

optimal dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga. Jika sejalan dengan 

visi maka pelaksanaan pemantauan sudah optimal namun permasalahan yang 

muncul sehari-hari disebabkan oleh beberapa faktor. 

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, 

Menjelaskan juga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat serta pihak pengelola sampah 

untuk melaporkan serta memberikan informasi terkait kendala serta 

permasalahan yang terjadi di lapangan dikarenakan objek yang diawasi 

merupakan permasalahan tumpukan sampah dan kinerja dari pihak 

pengelola sampah untuk mengatasi permasalahan tersebut”. 

 

Dari pernyataan informan terkait 2 indikator pengawasan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah 

melaksanakan penentuan pengukuran pelaksanan kegiatan yang dimana hal 



44 
 

 
 

tersebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses pengawasan dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran. Pada tahapan ini 

penetapan standar tidak akan berguna jika tidak menyertakan cara pengukuran 

pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga indikator ini sangat berguna dalam 

penentuan kelancaran proses pelaksanan kegiatan.  

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  

Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam proses 

yang berkesinambungan dan berulang. Selama fase pengukuran, metode yang 

digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas, termasuk observasi, pelaporan, dan 

proses otomatis, digunakan dalam fase pengukuran kinerja aktivitas. Mengamati 

atau observasi adalah mengamati objek sebagai dokumen untuk langkah 

selanjutnya. Observasi pada tahap pengukuran kinerja kegiatan merupakan faktor 

terpenting untuk mengetahui detail kejadian sebenarnya di lapangan. 

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana 

Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa 

Dinas Lingkungan Hidup telah telah melaksanakan pengamatan di lapangan 

dengan melihat secara langsung keadaan yang terjadi di beberapa area 

rawan sampah serta area kerja dari pihak pengelola sampah di Kabupaten 

Deli Serdang. Setelah pengamatan dilakukan selanjutnya pengamatan 

tersebut dijadikan bahan evaluasi sekaligus koreksi yang kemudia dicari 

pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di 

Kabupaten Deli Serdang”. 

 

Penulis mengamati bahwa dalam melakukan pengamatan terhadap pihak 

pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup terjun langsung dalam melakukan 

pengawasan sehingga dari hal tersebut langsung dapat di identifikasikan masalah 

kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan pemecahan masalah.  
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“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana 

Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, Mengatakan bahwa 

Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli 

Serdang dijadikan sebagai bahan koreksi atau evaluasi sehingga dapat 

dilakukan perbaikan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di 

lapangan. Laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Deli Serdang berupa laporan lisan dan melalui media. Dari laporan-laporan 

yang disampaikan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi yang harus 

segera ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli 

Serdang”. 

 

Metode ini secara otomatis melakukan pengukuran menggunakan metode 

yang telah ditentukan sebelumnya. Cara-cara tersebut digunakan untuk 

memudahkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pengawasan pelaksanaan 

pengelolaan sampah untuk mencegah terjadinya pencemaran. Selain melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, juga menerapkan 

pendekatan sosialisasi dan menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi di 

masyarakat menjadi tugas tim pengawas Pengelolaan Sampah Lingkungan, namun 

juga melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi 

permasalahan sampah yang timbul di wilayah Deli Serdang. 

Dari pernyataan informan terkait 3 indikator teori pengawasan T. Hani 

Handoko (Handoko, 2012) serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan 

berpengaruh penting terhadap kelancaran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup agar mempermudah dalam pengukuran pelaksanaan 

kegiatan di lapangan apakah sudah berjalan sesuai dengan program atau tidak.  

4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan  
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Dalam proses pengawasan melakukan pembandingan pelaksanaan nyata 

terhadap pelaksanan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan merupakan 

unsur penting dalam suatu kegiatan. Dalam tahapan ini tingkat kesukaran dapat 

terjadi pada saat menafsirkan adanya suatu penyimpangan. Penyimpangan harus 

dianalisis untuk penentuan terhadap standar yang dicapai dan tidak dapat dicapai.  

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana 

Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, mengatakan bahwa 

Pembandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan 

menjadi unsur yang tidak kalah penting, dikarenakan pada tahapan ini 

adakalanya terdapat penyimpangan yang dapat terjadi antara pelaksanaan 

nyata dengan standar yang telah ditentukan. Adanya pembandingan 

bertujuan untuk menganalisis letak suatu penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi. Standar yang telah ditentukan sebelumnya terhadap 

pelaksanaan nyata berkesesuaian sehingga dalam melaksanakan 

pengawasan seirama dengan target yang hendak dicapai”. 

 

Selanjutnya penyimpangan yang terjadi diakibatkan oleh oknum 

masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga 

oknum dari pihak pengelola sampah yang terkadang tidak melaksanakan tugas dan 

fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.  

5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan  

Jika hasil analisis mempertunjukkan perlu adanya suatu tindakan koreksi 

maka tindakan harus segera dilakukan. Tindakan koreksi diambil dalam bentuk 

standar yang mungkin akan diubah, pelaksanaan kegiatan perbaikan, atau dilakukan 

secara serentak.  

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, 

Mengatakan bahwa mengubah standar sangat diperlukan jika dianggap 

perlu dilakukan atau terdapat suatu koreksi selama pelaksanaan kegiatan 

pengawasan sehingga diharapkan dengan adanya perubahan standar dapat 
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menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi. Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang tidak mengubah standar dalam melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan 

pencemaran akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki berkenaan 

dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pelanggaran yang 

dilakukan oleh oknum pihak pengelola sampah dan juga peningkatan 

terhadap pengelola sampah yang melaksanakan tugas dalam mengelola 

sampah” 

 

Langkah penyesuaian selanjutnya adalah dengan memodifikasi langkah-

langkah pelaksanaan. Karena pelaksanaan belum sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perubahan pelaksanaan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dinas Lingkungan Hidup telah 

melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak perlu 

mengubah standar namun mengoptimalkan pengawasan terhadap hal-hal yang 

menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Deli Serdang muncul ke media. 

“Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Jenifana 

Sembiring selaku Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, mengatakan bahwa  

Mengubah cara analisis dan interpretasi penyimpangan yang sering terjadi 

dapat dijadikan solusi untuk mengatasi penyimpangan sehingga harapan 

yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan. Kami Dinas Lingkungan 

Hidup, tidak mengubah cara kami menganalisis dan menjelaskan 

penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian kami dalam 

melaksanakan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran. Langkah 

mengambil tindakan korektif, yaitu mengubah cara analisis dan 

penafsiran penyimpangan merupakan langkah penting jika diperlukan 

koreksi. Namun hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah 

menjalankan fungsi pemantauannya sesuai dengan harapan, sehingga 

perubahan analisis atau interpretasi penyimpangan sejalan dengan standar 

operasional yang berlaku saat ini”. 

 

Dari pernyataan informan terkait 5 indikator teori pengawasan T. Hani 

Handoko (Handoko, 2012) serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli 

Serdang melaksanakan Analisa terhadap masalah yang ada kemudian mengambil 
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tindakan koreksi sesuai Teori T. Hani Handoko hal tersebut dapat dilakukan apabila 

diperlukan dan diharapkan akan berpengaruh terhadap pemecahan permasalahan 

pengelolaan sampah. 

b. Adanya Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan 

Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli 

Serdang 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 22 April 2024, beliau juga 

mengatakan ada beberapa faktor penghambat fungsi pengawasan dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah untuk pencegahan pencemaran yang dihadapi 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan 

karena sumber sampah berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, 

sekuat apapun usaha serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah apabila 

tidak dibarengi dengan upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan maka 

proses pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah berhasil 

untuk diminimalisir karena masyarakat sendiri yang terkadang membuang 

sampah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Kurangnya Sumber Daya Anggaran dalam proses pengawasan Untuk 

melakukan proses pengawasan dibutuhkan anggaran yang cukup. Akan 

tetapi, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih terkendala dalam hal 
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penganggaran yang dimana anggaran yang diperlukan guna melakukan 

pengawasan terhadap beberapa area titik sampah di beberapa kecamatan 

yang luas, anggarannya cukup besar, terkhusus berkaitan dengan 

operasional kendaraan, pangan, tim, dan estimasi proses pengawasan ketika 

berada di lapangan.  

3. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Kurang Memadai 

Keberadaan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai tentunya 

dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik. Akan tetapi, 

untuk lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Deli Serdang 

hanya ada satu sehingga membuat tumpukan sampah di beberapa titik 

meningkat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut menampung 

keseluruhan sampah di Kabupaten Deli Serdang dan dilatarbelakangi oleh 

jumlah operasional yang ada beberapa yang rusak dan baik sehingga untuk 

mengelola sampah membutuhkan waktu yang lebih lama, hal ini dapat 

dilihat dari data jumlah sarana dan prasarana yang sedikit dan ada beberapa 

keadaannya buruk yang dimana mengingat banyaknya titik area rawan 

sampah sehingga dalam melaksanakan pengawasan serta pengelolaan 

sampah menjadi terhambat dan tidak maksimal. Mengatasi sampah residu 

memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya pilih produk 

dengan kemasan minimal atau kemasan yang dapat didaur ulang dan 

Pemilahan sampah yang akan memudahkan proses pengolahan dan 

mengurangi volume sampah residu yang perlu ditangani (Abedin, 2024). 



50 
 

 
 

c. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi 

Faktor Penghambat 

Proses pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan 

sampah untuk pencegahan pencemaran ada berbagai faktor penghambat yang 

dihadapi. Hal ini membutuhkan upaya guna mengatasi penghambat tersebut dan 

untuk mengoptimalkan outputnya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Susanto 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 29 April 2024, Beliau menjelaskan 

terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 

mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah 

untuk pencegahan pencemaran di Kabupaten Deli Serdang. Upaya-upaya untuk 

mengatasi faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-

sama menjaga kebersihan lingkungan. melalui sosialisasi dan pembinaan 

mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan 

bersih, sehat, dan nyaman. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan 

sampah yang baik serta efek buruk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah 

yang tidak terkelola sehingga dapat meminimalisir produksi sampah yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kampanye kesadaran yang 

dilakukan melalui media, organisasi lingkungan, dan event-event dapat 
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membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

menjaga lingkungan. Kampanye ini dapat berisi informasi tentang isu-isu 

lingkungan, cara-cara menjaga lingkungan, serta implikasi negatif dari tidak 

menjaga lingkungan (Nyakyi et al., 2024). 

2. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Guna 

mendukung kelancaran dan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan 

oleh tim pengawas bidang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup 

terus membenahi segala macam kekurangan kearah yang lebih baik. Salah 

satunya yakni penambahan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Sarana 

dan prasarana yang memadai akan sangat berguna dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan serta pergerakan 

anggota tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah 

di beberapa lokasi akan semakin efektif dan efisien (Wootton et al., 2024). 

Hal tersebut dilakukan guna mempercepat pencapaian tujuan yang sudah 

ditentukan yakni lingkungan yang bersih, sehat, dan tentram.  

3. Menambah dan memperluas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang 

dapat menampung produksi sampah di Kabupaten Deli Serdang Dalam 

proses pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan 

unsur penting dalam proses tata Kelola sampah karena disinilah tempat 

pemrosesan akhir dari sampah yang dikelola. Dalam hal ini upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan perluasan lahan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang digunakan untuk proses akhir 
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pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang dikarenakan untuk Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Deli Serdang hanya satu Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung keseluruhan produksi sampah 

di beberapa kecamatan sehingga guna meningkatkan pelaksanaan 

pegelolaan sampah dan meminimaliisir permasalahn sampah maka 

dilakukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk 

menampung produksi sampah. Cara pengelolaan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) yang baik adalah dengan menggunakan sistem pengelolaan 

yang berfokus pada keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Sistem pengelolaan yang direkomendasikan adalah sistem sanitary landfill, 

yang melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penutupan sampah 

secara teratur dan berkelanjutan (Abhijith et al., 2024). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan hasil penelitian Fungsi 

Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran 

Limbah Berbahaya di Kabupaten Deli Serdang.  

Penulis menarik kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan 

Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran ini belum berjalan dengan 

optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah. Faktor Penghambat dari Fungsi Pengawasan 

dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di 

Kabupaten Deli Serdang, yaitu:  

1. Melalui sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. 

Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup guna 

mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah.  

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan 

3. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih kurang.  

4. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi 

faktor penghambat Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan 
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Sampah Untuk Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang yakni 

dengan, melakukan Sosialisasi dan pembinaan demi meningkatkan 

kesadaran masyarakat agar bisa bekerja sama untuk sama-sama menjaga 

kebersihan lingkungan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran 

penulis adalah agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan 

dengan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Pencegahan 

Pencemaran di Kabupaten Deli Serdang untuk menemukan hasil yang lebih 

mendalam. Dan penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya 

yaitu:  

1. Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada lapisan masyarakat yang berguna 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menjaga lingkungan 

serta menjalankan program yang sudah dibuat pemerintah dalam upaya 

pengurangan sampah bagi masyarakat dan pihak lainnya, serat hal yang 

dapat dijadikan upaya dalam pengurangan sampah.  

2. Peningkatan terhadap sumber daya manusia serta sumber daya anggaran 

guna kelancaran dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Tata 

Kelola Sampah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. 

3. Melakukan penambahan dan perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

dalam upaya peningkatan proses pengelolahan sampah serta pemenuhan 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional guna 
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melancarkan proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan hingga 

pemrosesan akhir agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.  

4. Melakukan pemberian sanksi bagi pihak pengelola sampah yang tidak 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku serta memberikan penghargaan bagi pihak pengelola sampah 

yang melaksanakan tugas penuh tanggung jawab guna meningkatkan 

semangat motivasi dan mengoptimalkan proses kinerja dalam Tata Kelola 

Persampahan. 
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8. Webinar “Computer Science Sharing Session 1: Introduction to Augmented 

Reality” (2021) 

9. Webinar GeliFest II “Semarak Literasi Menuju Indonesia Maju di Era Society 

5.0” (2022) 

10. Webinar “THE POWER OF COMMUNICATION SKILL” (2023) 

11. Webinar “Penguatan Profil Pelajar Pancasila” (2022) 

12. Webinar “The Biggest Event Public Speaking PEAK PERFORMANCE” (2023)  
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